
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 3209); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenlang 

Pembetukan Daerah-daerah Kabupaten Dalem Llngkungan 

Provins! Jawa Tengah; 

Mengingat 

c bahwa berdasarkan peflimbangan sebaga,mana dirnaksud 

dalarn huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraluran 

Daerah lenlang Relnbusl Tempal Rekreasi dan Olah Raga; 

a bahwa dalarn rangka mengoptomalkan Pendapatan Ash 

Oaerah khususnya dari Retribusl Tempat Rekreasl dan 

Olah Raga telah diberlakukan Peraturan Daerah Kebupaten 

Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusl Tempat 

Rekreasi dan Olah Raga; 

b bahwe seJalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan 

Daerah sebaqaunana dlmaksud pada huruf a sudah tluak 

sesual lag, khususnya yang menyangkut pengaturan 

struktur dan besarnya tanf retribusi sehingga perlu drtinJau 
kembali; 

Menimbang 

BUPATI BANYUMAS, 

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASJ DAN OLAH RAGA 

TENT ANG 

NOMOR 1 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerinlahan Oaerah (Lembaran Negara Rept1bhk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kall dlubah terakhir dengan Undang-Undaog 
Nomor 12 Tahun 2008 1entang Perubahan Kedua Atas 

4. Undang-Undong Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pa1ak 
Oaerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 3685), sebagalmana 
lelah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4048): 

5. Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286), 

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben­ 
daharaan Neg;:ira (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355), 

7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemben­ 
tukan Peraluran Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 

8. Undang.Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme­ 
r[ksaan Pengelolaan dan Tanggung)awab Keuangan 
Negara (Lemoaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembarun Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4400), 

3 Undang.Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepanw1sataan (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 3209). 
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16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebar1uasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwlsataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658), 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

14 P&raturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4578}. 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian urusan Pemerlntahan Antara Pemerinlah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemenntah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran l!egara Repubhk 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844), 

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang S,stem 

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Repubbk 

!ndonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia Nomor 4535): 

11 Peratursn Pemerint.ah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3258): 
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4 Dlnas adalah Dmas Daerah yang membidangl kepariwlsataan dan Dinas Daerah 

yang membidangl keolahragaan 

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Banyumas 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerlntahan Daerah. 

3 Bupati adalah Bupatl Banyumas 

Pasal 1 

BABI 

Ki:TENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
REKREASI DAN OLAH RAGA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

Dengan Persetujuan Bersama 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat 11 Banyumas 

Nomor 11 Tahun 198'5 tenlang Penunjukan, Pengangkatan, 

Kewenangan dan Pemberhenttan Pegawa1 Negen S1pil 

Sebagai Penyidlk Pada Pemerlntah Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah nngkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Serl D), 

18. Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 11 

Tahun 2008 lentang Organisasl dan Tata Kerja Dlnas 

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). 
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17 Surat Ketetapan Retribusl Oaerah Kurang Bayar Tambahan yang selan1utnya 

disingkal SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas 
Jumlah RHnbus, yang telah d1tetapkan 

18 Surat Ketetapan Retnbusi Oaerah Lebih Bayar yang selanjutnya d1singkat 

SKRDLB adalah surat ketetapan Retr1bus1 yang menentukan Jumlah kelebihan 

pembayaran Retrlbusl karena jumlah k.redtl Retribusl lebih besar dari Retribusl 
yang terulang atau tldak seharusnya lerutang 

15. Surat Ketetapan Retrlbusl Oaerah yang selanjutnya d[slngkal SKRD adalah Surat 

Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retrlbus, terutang. 

16 Surat Taglhan Retribusl Oaerah yang selanJutnya d,s,ngkat STRO adalah Surat 

untuk mela.kukan tag1han Retr,busl dan/atau sanksl admlnlstras, berupa bunga 
clan/ atau denda. 

13. Retrlbusi adalah pugutan Oaerah sebagal pembayaran alas jasa atau pembenan 

lzln tertentu yang khusus dlsediakan dan/atau diberlkan oleh Pemenntah Oaerah 
untuk kepentlngan orang pnb.:id1 atau badan 

14. Masa Retnbusl adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagl Wajib Retrlbusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan 
Pemerlntah Oaerah. 

9 Gelanggang Olah Raga yang selanJutnya dlsingkat GOR adalah seluruh lahan dan 

aset perlengkapannya yang terdapat d, dalam lahan GOR Satria Purwokerto. 

10 Stadlon adalah lapangen sepak bola Satria beserta semua fasilltas pendukung 
yang ada di dalamnya 

11. Gedung Olah Raga Indoor adalah Gedung Olah Raga yang tertutup dan beratap 

12. Halaman adalah halaman dalam lahan GOR yang terbagl dalam 3 (liga} areal 
parkir. 

8. Tempat Rekreasr dan Olah Rage adalah Tempat Rekreasl dan Olah Raga yang 
dlmllfkl/dikelola oleh Pemenntah Oaerah. 

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian darl keg1atan perlatanan atau 

sebaglan dart keg1atan tersebut yang dilakukan secara sukarela eerta bers,fat 
sementara untuk menikmati Obyek dan Oaya Tarlk W,sata 

6. Kepariwlsataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan parlwisata. 

7 Obyek dan Oaya Tarlk Wisata adalah segala sesuatu yang menJadi sasaran 
wfsata 
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Dengan nama Retribusi Tempel Rekreasi dan Olah Raga dipungut retnbusi sebaga1 

pernbayaran atas Jasa pelayanan dan lz,n penggunaan/pemanfaatan [ass Tempal 
Rekreasi dan Olah Raga 

Pasal2 

BAB II 

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI 

25. Penyidlk Pegawal Negeri Slpif adalah Pejabat Pegawai Negeri Sip,I tertentu d, 

Llngkungan Pemerintah Daerah yang dlberi wewenang khusus oleh Undang­ 

Undang untuk melakukan penyidlkan atas pelanggaran Peraturan Oaerah. 

21 Pembayaran Retrlbusi Daerah adalah srsa Ret.ribusi atas nama Wajlb Retribusl 

yang tercantum pada STRD. SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa 
dan retribusi lalnnya yang masih terutang 

22 Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperofeh sesuatu atau d1bebaskan dari 

suatu perikatan dengan fewalnya suatu waktu tertentu. 

23 Penyidikan Tlndak P1da11a adalah serangkaian tlndakan yang ddakukan oleh 

penyidlk untuk mencan sena mengumpufkan bukll yang dengan bukli nu membual 

ierang tindak pidana dlbidang Retribusl Daerah yang terjadi, serta menemukan 
tersangkanya 

24 Peny1dik adalah Pejabat Pollsi Negara Republfk Indonesia atau Pejabat Pegawru 

Negeri Sipil tertentu yang dlberf tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 
untuk melakukan penyidikan. 

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhirdap pemotongan alau pemungutan oleh 
pihak ke tiga yang dllakukan oleh Wajlb Retr1bus1 

20. Perhitungan Retrltusl Daerah adalah perlncian besarnya Retribus, yang harus 

dlbayar oleh Wajib Retribusl balk pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran 

Retrlbusl, keleblhan pembayaran Retribusl maupun pembayaran sanks1 
administrasl. 
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Pasal7 

Pnnsip dan sasaran dalam penetapan besamya tanf retrlbusf didasarl<an pada tuiuan 

untuk memperoleh keun1ungan yang layak sebagalmana keuntungan yang pantas 

diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efislen dan beronentasi 

pada harga pasar dengan tetap merneperhatlkan kemampuan daya beli masyarakal 

BABV 

PRINSIP DAN SASARAN OALAM MENETAPKAN 

STRUKTUR BESARNYA TARIF 

Pasal6 

Tongkat penggunaan/pemanfaatan )asa dlukur berdasarkan frekuensf dan waktu 
pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga. 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

BABIV 

Pasal5 
Retnbusi tempal rekreasf dan olah raga digolongkan sebegaJ retnbusl jasa usaha 

BAB Ill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

menggunakan/memanfaatkan jasa tempat rekreasl dan olah raga. 

(2) Wajib retrlbusf adalah orang pribadl atau badan yang wajlb membayar retrlbusi 

atas penggunaan/pemanlaatan jasa tempat rekreasi dan olah raga. 

yang bad an atau prlbadl 

Pasal4 

orang adalah retnbusl (1) Subyek 

Obyek Retribusl adalah Jasa pelayanan di Tempat Rakreasi dan Olah Raga. yang terd,11 
dari 

a Retrlbusi masuk kawasan wisata; 

b Relnbusi masuk obyek w,sata, 

o. Relnbusi lzin pemantaatan lasli1tes yang ada d1 dalam obyek wlsata; 
d Retnbus, oz,n pemanlaatan fasllltas tempat olah raga 

Pasal3 
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Kalegori pemungutan retrlbusl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 
dilakukan dengan cara mengallkan · 

a fumlah kendaraan, 

b. Jumlah orang; 

c. lama pemakaian fasllitas yang di sedrekan, 

Pasal11 

(2) Retnbusi d1pun9ut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lam yang 
dipersamakan 

(1) Pemungutan retrlbusi hdak dapat di bc,rongkan 

Pasal 10 

BAB VIII 

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Relribusi yang terutang dipungut di Daerah 

Pasal9 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

(2) Besarnya larif retrlbusi lempat rekreasl sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) 

sudah termasuk jamlnan asuransl 

Pasal8 

(1) Struktur dan besarnya tarif retnbusi sebagalmana d1r,1aksud dalam Pasal 3, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan baglan tak lerp,sahkan 

dari Peraturan Daerah 1nL 

BABVI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
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(1) Wajlb retribusi daoat mengajukan keberalan kepada Bupatl alas SKRO atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan doajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-aJasan yang Jelas. 

(3) Keberatan harus d1aJukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

tanggal SKRD dlterbilkan, k.eoua!I ~ajib retribus, dapat menunjukan bahwa Jangka 

waktu itu lldak dapat dlpenuh, karena keadaan dlluar kekuasaannya 

Pasaf 15 

BAB XII 

KEBERATAN 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, kerlnganan dan pembebasan retnbus, 
ditelapkan dengan Peraturan Bupati 

(1) Bupall berdasarkan permohonan wajlb retnbusi dapat memberikan pengurangan. 
keringanan dan pembebasan retnbusr, 

Pasaf 14 

BABXI 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Dalam hat wajib retribusl tldak membayar lepat pada waktunya atau kurang membayar 

dlkenakan sanks, admlnistrasl berupa bungs sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan 

dari Retrlbusl yang terutang, dan ditagih dengan menggunakan STRO. 

Pasaf 13 
SANKSI ADMINISTRASI 

BABX 

Paaal 12 
,(1) Relnbusl terutang terjadi pada saat diterb,tkannya SKRD atau dokumen fain yar.g 

dlpersamakan 

(2) Benluk dan isl SKRD dltetapkan dengan Peraturan Bupati 

BABIX 

SAAT RETRIBUSI TERUTANG 
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(5) Pengembalian keleblhan sebagaima:,a dlmaksud dalam ayat (1), dllakukan dalam 

Jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB 

(6) Apabila pengemballan keleblhan pembayaran retribusi sebagaimana dlmaksud 

datam ayat (5) dilakukan setelah lewat Jangka waktu 2 {dua) butan, Bupatl 

memberikan lmbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan. 

(1) Alas keleblhan pembayaran retnbusl. wajib retnbusl dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupall dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dlterimanya 

permohonan pengembalian keleblhan pembayaran retr,busi sebaga,mana 
dlrnaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebaga,mana d1maksud pada ayat (2) telah terfampaui dan 

BupaU tidak memberikan keputusan. permohonan pengemballan keleb1han 

Retrlbusl dianggap dikabulkan dan SKROLB harus dlterb,tkan dalam Jangka waktu 
paling Jama 1 (satu) bulan 

(4) Apab1Ja wajib retribusl mempunyal utang retribusi lainnya ketebihan pembayaran 

Retribusl sebagalmana dlmaksud pada ayal (1). tan3sung diperhitungkan untuk 
melunasr terfebih dahulu ulang retrlbusi rersebut, 

Pasal17 

BAB XIII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

(3) Apabila Jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tetah terlampaui, 

Bupatl tidak membenkan keputusan, maka keberatan yang drajukan dlanggao 
dlkabulkan. 

(1) Bupan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal d1terlmanya 

surat keberatan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 15 ayat ( 1) sud ah harus 

memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan 

(2) Kepulusan Bupali alas keberatan yang dlajukan dapat berupa menenrna 

seluruhnya atau sebaglan. menolak atau menambah besarnya retribusi yang 
terutang. 

Pasal16 

(4) Pengajuan keberatan tldak menunda kewajiban membayar retribusl dan 

pelaksanaan penaqrhan relnbusl 
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(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipll tertentu di hngkungan Pemerintah Daerah dlberi 

wewenang khusus sebagal Penyidlk untuk melakukan penyidikan tlndak plcJana 

dlb,dang Retribusi sesuai ketentuan y1ng diatur dalan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana. 

(2) Wewenang Peny,dlk sebagalmana drmaksud pad a ayal ( 1) adalah 

a menerima, mencan, mengur.npulkan dan menelitl keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak p,dana agar keterangan atau laporan tersebut 
menJad, lengkap dan Jelas, 

Pasal 20 

BAB XVI 

PENYIDIKAN 

(1) Wajlb retribusl yang tidak melaksanakan kewajibanya berdasarkan Peraturan 

Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah dlancam pidana kurungan 

paling lama 6 {enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kall jumlah 
retrlbusl yang terutang. 

(2) Tondak podana sebagalmana dlmaksud pad a ayal (1) adalah pelanggaran 

Pasal 19 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

(1) Plu1ang retnnusl yang tidak mungkin dltaglh lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus 

(2) Hak untuk melakukan penaglhan retnbusl kedaluwarsa setelah melampaul Jangka 

waktu 3 (liga) tahun terutangnya retnbusi, kecuall apabila wa11b retribusl 
melakukan tlndak pidana di bodang retribusi 

(3) Kedaluwarsa penaglhan retnbusl sebaga,mana dimaksud dalam ayat (1) 
lertangguh apablla 

a dlterbltkan surat teguran, 

b. ada pengakuan utang Retnbusl dari Wa11b Retnbusl balk langsung maupun 
lldak langsung. 

Pasal18 

BAB XIV 

KEDALUWARSA 

11



(2) Pengawasan Umum alas pelaksanaan Peraturan Daerah Int duakukan oleh 
lnstansi yang membidang, pengawasan 

(3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dlmaksud pada 

ayat (1), biaya operasfonalnya d1bebankan pada APBD yang besarnya 
ditetapkan dengan Peraturan Bupatl 

(1) Dlnas yang membidangf keparlwisataan dan Dinas yang membidangi 

keolahragaan bertanggungjawab atas peiaksanaan Peraturan Daerah inl 

Pasal 21 

BAB XVII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

b. meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pribadl atau 
badan tenlang kebenaran perbuatan yang dilakukan ,sehubungan dengan 
tindak pldana, 

c memlnta kelerangan dan bahan bukti dari orang pribad, atau badan 
sehubungen dengan tidak pldana; 

d merneriksa buku-buku, calatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pldana; 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl pembukuan 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut, 

f. meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas peny,dikan 
tlndak pidana; 

g menyuruh berhenti dan/alau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemerlksaan sedang berlangsung dan memsnksa idenntas 
orang danlatau dokumen yang diba .va sebagalmana dimaksud pada huruf e, 

h memolrel seseorang yang berkaitan dengan tlndak pldana; 

i. memanggil orang untuk d1dengar keterangannya dan diperiksa sebaga, 
lersangka atau saksi; 

menghentikan peny,dikan; 

k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan t,ndak pidana 
menurul hukum yang bertanggungjawab. 

(3j Penyidlk sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memberitahukan d1mula1nya 

penyidlkan dan menyampalkan hasll penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalul pejabat Polisl Negara Republ,k Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
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LEJ4BAIWI DAE/WI KAB,-8ANYUMAS TAJruN ~ NOl'IO" 1 SERI C 

HM, 13AN'l'OS01SH,Ma:ua P••bln• Otama Mu 
NIP, 010 18, 8'9 

0.Lun<l .. nakon <11 Purwolc.ert.o 
pod., tana, .. 1 17 J•nu.,ri 2009 

Plt, ~EKAETARlS DAEf!AH KAB,BANYUMAS 
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NO. NAMATEMPAT OBYEK BESARNYA KETERANGAN 
REKREASI RETRIBUSI RETRIBUSI 

(Rp) 
1 2 3 Al 5 

1 lokawlsata Masuk 
Baturraden Lokawlsata 

Baturraden 
a Hari biasa RpS 000,00 /orang 
b Han llbur Rp 7 500.00 /orang 

Fas,htas 
a Kolam Renang Rp 3 000.00 /orang 
b Papan Luneur Rp 2.500,00 /orang 
c Sepeda Air Rp 2.500,00 - /orang. 

- paling lama 15 men,L 
d. Mandi Alr 

Panas~ 
• VIP Rp 4 000,00 • /orang 

- paling lama 15 menll. . Kelas I Rp 3000,00 -/orang. 

- paling lama 15 menlt 
e. Kereta Ustnk Rp3.000,00 - /orang 

• paltng lama 15 mernt 
f Megen (Mobil Rp 2.500,00 - /ora119 

Gen1ot) atau - paling lama 15 menrt 
sejen,smya 

g. Komld, Putar Rp 2 500,00 - /orang 
• paling lama 15 meniL 

h. Taman bolanl Rp 1.500,00 /orang 

Tikel Terusan Rp 15000.00 /orang. 

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 

17 Januari 2009 Tanggal 

Larnplran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 1 Tahun 2009 
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I 2 3 4 5 
Kendaraan 

bermotor masuk 

Kawasan WI sat a 

Baturraden 

a Roda 2 (dua) Rp I 000,00 lken1araan 
b Roda 4 (empat) Rp 4 000.00 /kendaraan. 

Non M,crobus 

c. Roda 4 (empat) Rp 5 500,00 /kendaraan 
Mlcrobus 

d. Roda 6 (enam)I Rp 8.000,00 /kendaraan 
leb,h 

2 Wlsata Tlr1a a Masuk Lokasl Rp 1 500,00 /orang 
Husada 

Kallbac,n 

b. Mandi Air 

Mineral. 

- VIP Rp 2.500,00 /orang 
• Kelas I Ri:,2 000,00 /orang 

c Kolam Keceh Rp 2000,00 /orang 

Tiket Terusan Ri:, 3.500.00 /orang. 

3 Monumen a Masuk Lokas, Rp 3 000,00 /orang. 
Pangsar b Sinema/nonton 
Soedirman film 

·Umum Rp 4.000,00 /orang 
• PelaJar Ri:, 2.000,00 /orang. 

c Malnan Rp 3 000,00 /orang 
elektronik 

d Ma,nan non Rp 2.500,00 /orang 
elektronik 
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NO. OBYEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 
(Rp) 

1 2 3 4 

1 MCK 
a Bua11g air kacll/besar I 000,00 /orang. 
b Mandi 2.000,00 /orang 

2. Sound sistem • 

a Sound Sistem Muslk 250 000.00 • /hali 
(ma~ 1 .000 wait) • penambahan kapasltas llstnk 

1ebap 1 . 000 Watt dlkenakan 

tambahan sebesar Rp 

100 000,· 
b. Sound Sistem Pu9hk ~ 

60000.00 lhan 
Adress (Hom) 

B. TARIF RETRIBUSI 

FASILITAS PELAYANAN UMUM DAN PEMANFAATAN LAHAN 

(SEMUA OBYEK WISATA) 

I 2 3 4 5 
4 Museum Masuk Lokasl Rp 500,00 I orang 

Wayang 

Sendangmas 
5. MlnaW,sata Masuk Lokasl Rp 2.000,00 /orang 

Baturraden 

6. Part(Jr a Roda 2 (dual Rp 500,00 tanf parkir bel1aku 
Kendaraan untuk semua tempat 
Bermotor b Roda4 Rp 2 000,00 rekraas1. 

(empat) 
c. Rada 6 Rp 3.000.00 

(enam) 

16



1 2 3 4 

c w,reles 25.000,00 - lhari 

• tanpa bateral 
d Megaphone 15 000.00 - /hari 

- tanpa balera,. 
e. Salon 50.000,00 /har, 

3 Alal Musik 

a Musik outdoor 1.000 000.00 lhan 
b. Muslk Indoor 500 000,00 lhan 

4. lahon THR Monumen 

Pangsar Soedirman 

a. Keglatan Komerslal 200 000,00 /harl. 
b Keglatan Non 150 000,00 lhan. 

Komerslal 

c Ruangan VIP 200.000,00 lhari. 
d. Ruangan Blasa 50000,00 lhan 
e GantangRn burung 150 000,00 /unit. 
I PaketA 450000.00 /harl 

. Lahan 

- Gantangan buruno 

- Kursl plas11Jk 50 
buah 

- Pengeras suara 
. Tarub 2 un,1 

g PakelB 300 000,00 /hart 
- Lah an 
. Kurs, piastlk 50 

buah 

- Pengeras suara 
. Tarub 2 unit 

5. Gedung Mandala Wisata 

Baturraden 

a Keglatan Komersial 200000,00 /harl ~ 
b Non Komerslal 150 000.00 lhan .. 
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NO. OBYEK RETRIBUSI TARIF RETRIBUSI KETERANGAN 

(Rp) 
1 2 3 4 

I Sladlon Sepak Bola 

A Keglatan Olah Raga 

1. Pemblnaan 0,00 - dengan Surat Bupat1 

- khusus TongkaV Wilayah 

dalam Kab Banyumas 

C. TARIF RETRIBUSI IZlN PENGGUNAAN TEMPATOLAH RAGA 

1 2 3 4 
6. Gedung "Wane Suka· 

Baturraden 

a Keglatan Komerslal 200 000,00 /han 
b Keglatan Non 150 000,00 /hart 

Kome.-.ial 

7 Panggung 3 500,00 - im'lhart 

- Udak termasuk blaya 

pemasangan dan 

pembongkaran 

8. Tarvb (Untuk Panggung) 2 000.00 - lm'lhari 

- hdak termasuk bfaya 

pemasangan dan 

pembongkaran 

9. Sheller knockdown 3.500,00 /m'lharl 

10 Kurst stenles 500.00 lhan/kursl 

11 Kurs, ptastlk 250,00 /hari/kursl 
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- 1 2 3 4 

2. Non Pemblnaan 

a Tlngkat Nasional 1.500.000.00 • /hari 
b Tingkat Prov,nsl 500.000.00 • d,sertal uang Jamlnan 

e Tingkat Kabupaten 400 000,00 kerusakan besarnya 

d Tlngkat Kecamatan 300.00000 ditentukan sesuai llngkat 

kerawanan 

B. Keglatan Non OlaJi Raga 

Upacere yang berka,tsn 300.000,00 • /han 
dengan olah raga - dengan 1zlr, Bupatl 

II Sasana Krida Raga (Indoor) 

A Keglatan Olah Raga 

1 Pemblnaan 0,00 • dengan Surat Bupall 

• khusus t111gkat/wllayah 

dalam Kab Banyumos 

2 Non Pembinaan 

a Tingkat Nasional 750000,00 • /hari 

b Tingkat Prov,nsl 550.000,00 • disertal uang jaminan 

e, Tingkat Kabupaten 375.000,00 kerusakan besarnya 
d Tingkat Kec;,matan 250.000,00 dotentukan sesua, tJngkat 

kerawanan 

B. Keglatan Non Olah Raga 

1. Show Blsnls Musfk 2.000.000,00 • /han 

2 Show Muslk Non B,srtls 1.250 000,00 • d1sertai uang jamlnan 

3. Rapat umum/Tak 750000,00 kerusakan besamya 

Terbatas d1tenlukan sesual bng-kal 

4 Rapat Terbalas 625000,00 kerawanan 
5. Resepsl dengan 1250000,00 

panggung 

6. Resepsf non panggung 950000,00 
7. Lomba (dengan tiket 1 250000,00 

masuk) 

8. Lomba (tanpa llket 950000,00 
masuk) 

9. UJlan/Penataran atau 625.000,00 
seienisnya . 
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1 2 3 4 
c Keg1atan Olah Raga Ruun 

(Bulutangkis, Tenis Meja dan 

Sepak T akraW) 

• Pagi 06.30 s.d 09 00 WIB 37.500,00 • /lapanganll<lublbulan 
• Pagl 09 00 s.d 12.00 WIB 37.500,00 • 1 (satu) kah pakal dalam 1 
• Slang 12 00 s.d 15.00 WIB 45.000.00 (satu) minggu 
• s,ang 15.00 s.d 18 00 WIB 45 000,00 
• Malam 18.30s.d. 21.30 55.000,00 
WIB 

D Keg1a1an Olah Raga Non 

Rulin (Bulutangkis, Tenls 

Meja dan Sepak Takraw) 

• Pagl 06.30 s.d 09 00 WIB 10000,00 • /lapanganll<lub 
• Pagl 09.00 s.d, 12.00 WIB 10.000,00 • 1 (satu) kah paka>. 
• Siang 12 00 s .J 15.00 WIB 12.500,00 
• Slang 15 00 s.d. 18 00 WIS 12 500,00 
• Malam , 8.30 s.d. 21.30 15.000,00 

WIB 

E. Lapangan luas dlatas 100 m' 

• Pagl 06 30 s d 09 00 WIB 25.000,00 • /lapanganlklub 
• Pagl 09.00 s.d. 12.00 WIS 25 000,00 • 1 ,salu) kali pakal 
• Siang 12.00 s.d. 15.00 WIB 35000,00 
• Slang 15.00 s.d. 18.00 WIB 35 000,00 
• Malam 18 30 s.d. 21.30 50 000.00 

WIB 

Ill Hall Bela Dirl 

A Keg,atan Olah Raga 

1 Pembinaan 0.00 - dengan Surat Bupat, 

• khusus tlngkal/wilayah 

dalam Kab. Banyumas. 
2 Olah Raga Rut1n 

• Pagl 06 30 s.d. 09.00 25 000.00 - /ldublbulan 
WIB . 1 (satu) kah paka, datam 1 

- Pagl 09.00 s.d 12 00 25000,00 (satu) m1nggu 
WIS 

• Slang 12 00 s d. 1500 35 000,00 
WIB . 
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1 2 3 4 
-S,ang 1500sd 1800 35000,00 

WIB 

- Malam 18.30 s.d 21 30 50 000.00 
WIB 

3 Olah raga Non 

Rulln/KeJuaraan 

a. T1ngkat Nasional 300 000,00 /hari. 
b. Tlngkat Provins! 250 000.00 /han. 
c. Tingkat Kabupaten 200 000,00 ihari 
d. Tingka1 Kecamalan 150.000.00 /han 

B Keg1a1an Non Olah Raga 

l Show Btsnis Muslk 500 000.00 . /harl 
2. Show Non Bisnls Muslk 300.000,00 . d1serta1 uang jaminan 
3 Lain-lain 400000,00 kerusakan besamya 

d1tentukan sesua1 tlngkat 
kerawanan 

IV Lapangan Bola Vol, Pantal 
1. Pemblnaan 0,00 • dengan Surat Bupall 

• khusus Ungkatlwllayah 

dalam Kab Banyumas 

2. Non Pembinaan 

• Pagl 06 00 s d 09.00 WIB 50 000,00 /lapangan/2 (dua) Jam 
• Pagl 09 00 s.d 12.00 WIB 50.000.00 
• Slang 12 00 s d 15.00 WIB 50000,00 
• s,ang 15 oo s d. 18 oo WIB 50 000,00 
- Malam 18 30 s.d 21 30 WIB 75 000,00 

v Lapangan Futsal 
1 Pemblnaan 0.00 • dengan Surat Bupatl 

• khusus bngkatlw1layah 

dalam Kab Banyumas 
2 Non Pembinaan 

- Pagl 06.00 s d. 09 00 WIB 100.000,00 /lapangan/2 (dua) Jam. 
• Pag, 09.00 s.d 12.00 WIB 100 000.00 
• S1ang 12 00 s.d 15 00 WIB 100 000.00 ~ 
- s,ang 15 oo s d 1a.oo w10 100.000,00 - • Malam 18.30 S.d. 21 30 WIB 125 000,00 
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1 2 3 4 
VI S1rku11 Motor Cross 

1 Pemblnaan 000 • dengan Sura! Bupab 

• khusus tingkal/wllayah 

dalam Kab Banyumas. 

2 Non Pemblnaan 

a nngkat Nasional 7 500.000.00 /han 
b Tlngkal Proprnsr 5 000 000,00 /hari 
e Tlngkat Kabupaten 1 500000.00 /han 
d Tlngkat Kecamatan 5 000,00 /orang/motor. 

VII Sepeda Cross 

• Pemt!na, n 0,00 • dengan Surat Bupat, 

• khuaus lingkaVwilayah 

dalam Kab. Banyumas 

2. Non Pemblnaan 

a Tlngkat Nasional 5.000 000,00 than. 
b Tingkal Proplnsl 3 000000,00 than 
e Tingkat Kabupalen 1 000.000,00 /hari 
d Tingkal Kecamalan 2 500,00 /orang/motor 

VIII Halarnan 

A. Keglatan Olah Raga 

1 Pemblnaan 0,00 • dengan Surat BupaU 

- khusus lingkaVw,layah 

datam Kab Bany,Jmas 

2 Non Pemblnaan 

e Tingkal Nasional 500 000,00 • halaman/ hari. 
f Tlngkal Proplnsl 400 000,00 
g Tingkat Kabupalen 300.000,00 
h Tlngkal Kecamatan 200.000,00 

B Kegialan Non Olahraga 

1 Show Blsnls Musik 750000,00 - /halamanlharl 
2. Show Non Blsnis Muslk 500 000,00 • d1sertal uang Jamin an 
3. Lain.Jain 500 000,00 kerusakan yang esamya . dnentukan sesuaJ Ungkat 

kerawanan 
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2 3 4 
c Tar,f Kendaraan masuk 

/parkir d, Kawasan GOR 

1 ROda 2 (dua) 1 000,00 /kendaraan/1 (satu) kat, 
2 Roda 4 (empat) 2 000,00 parklr 
3 Roda 6 (enam) atau leb,h 2 500,00 

IX Sarena PenunJang 

1 Meja 1 500,00 /buahiharl 
2. Kursl stenles 1 500,00 /buah/hari 
3. Sound system 400.000,00 luniVhan 
4. Fitness 25.000,00 • lorang/bulan 

• 1 (satu) kall pakal dalam 1 

(satu m1n911u) 

x Fasilitas Pelayanan Umum 

A. Ruang Permanen 

1 Keglatan Komernlal 2 000.00 - /m'lhan 

• Ustnk max 450 watt 
2. SekretarlaVKantor 500.00 -/m'lhart 

• listnk max 250 wall 

B MCK 

Buang Alr Kecil/Besar 1 000.00 /oranglpengQunaan. 
2 Mand, 2.000,00 
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Pasal lni memuat pengert,an 1stilah yang d1pergunakan 
dalam Peraturan Daerah Inf 

Dengan adanya pengert1an tentang lsblah tersebut 

d1maksudkan untuk mencegah timbulnya satah tafslr dan 

salah pengertlan dalam memahaml den melaksanakan 

Pasal-pasat yang bersangkutan, sehinggan Wajlb Retribusl 

maupun Aparalur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

hak dan kewajlbannya dapat berjatan dengan lancar 

Pasar 1 
IL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

I. PENJELASAN UMUM 

Bahwa dalam rangka menlngkalkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk 

mengoptlmalkan Pendapatan Asll Daerah di Bldang Retrlbusl Daerah, khususnya 

Retnbusl Tempat Rekreasl dan Olah Raga di Kabupaten Banyumas, per1u adanya 

peningkatan fasllitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta pelayanan kepada 

masyarakal, sehlngga dapat men1ngkalkan kunJungan di Tempat Rekreasl dan 
pemanfaatan Tempat Olah Raga oleh masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Relrlbusl 

Daerah, Retribusl Tempat Rekreasl dan Olah Raga termasuk Golongan Retrlbusi 

Jasa Usaha, dirnana prinslp dan sasaran dalam menetaokan besarnya retribusl 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagalmana 

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperas, 
secara er1sien dan beronentas, pada harga pasar. 

Peraturan Daerah lni merupakan pengganti darl Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 10 Tahun 2003 tent,mg Retribusi Tempat Rekreasl dan Olah 

Raga, yang karena perkembangan keadaan pengaturan struktur den besarnya tarif 

Retribusl sudah tidak sesuar lag1 dan perlu dltlnjau kemball. sehlngga dali 

pendapatan Retribusi tersebut dapat dlmanfaatkan secara langsung untuk 

peningkatan fasihtas dan pelayanan Tempel Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten 
Banyumas 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENT ANG 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 
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Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan bukan milik Pemelintah Oaerah, 
adatah milik Perorangan. Sadan Hukum Swasta, Yayasan 
dan lain sebagamya. 

Pengert1an mi dlperlukan karena lstllah-lsbtah tersebut 
mengandung pengert1an yang baku dan tekrns dalam 
b1dany Relrlbusi 
Cukup Jelas 
Yang dlmaksud dengan ·rrekuensi" adalah jumlah berapr. 
kall penggunaan/pemanfaatan jesa Ternpat Rekreasl 
dan Olah Raga 
Yang dimaksud dengan lidak dapat diborongkan adalah 
bahwa seluruh proses keglatan pemungutan Retnbusi tidak 
dapat dlserahkan kepada Pihak Kehga 
Namun, dalam pengertlan lnl bukan berartl bahwa 
Pemerlntah Oaerah lidak boleh bekerjasama dengan Plhak 
lain Oengan sangat selek1if dalam proses pemungutan 
Retrlbusi, Pemenntah Oaerah dapat mengajak bekeqasama 
Badan-badan tertenlu yang karena prclesronaliarnenya 
layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebag1an tugas 
pemungutan jenls Retrlbusi yang tldak dapat 
dikerjasamakan dengan plhak ketlga adalah keglatan 
penghltungan besamya retrlbusi terutang, pengawasan 
penyetoran retribusl, dan penaglhan retrlbusi. 
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dlpersamakan 
adalah yang blasa dlsebul dengan karcis. 
Cukup Jelas 

Passi 23 s/d Pasal 
26 

Pasaf 22 

Pasal 11 s/d Pasal 
21 

ayal (2) 

Pasal 10 ayal (1) 

Pasal 2 s/d Pasal 5 

Pasal6 
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